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SALINAN 
NOMOR 2, 2015 

 

PERATURAN WALIKOTA MALANG 

                                     NOMOR     2     TAHUN  2015 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 17                     

TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN 

PUNGUTAN DANA INVESTASI PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH 

ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA MALANG,  
 

Menimbang : a.  bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan                 

Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu 

mennyesuaikan Peraturan Walikota Malang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Pungutan Penyelenggaraan 

Pendidikan Dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan 

Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Malang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pungutan 

Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pungutan Dana 

Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 

Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954              

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan 

KabupatenDaerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 

yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5410); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007                

Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4863); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 5101); 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 

44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah; 

13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang 

Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Malang Nomor 57); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9                    

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 

Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 45) 

15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota 

Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 

Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah                   

Kota Malang Nomor 71); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 17                     

TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN DAN PUNGUTAN DANA INVESTASI 

PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 

DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI. 
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Pasal  1 
 

Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pungutan 

Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan                       

Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

(Berita Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 
 

Pasal  2 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang. 

 

Ditetapkan di Malang 
pada tanggal  15  Januari  2015                    

 
WALIKOTA MALANG, 

 
                        ttd. 
 

             H. MOCH.ANTON 
 

Diundangkan di Malang 
pada tanggal 15   Januari   2015                                 

 
SEKRETARIS DAERAH, 

 

ttd. 
 

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19620331 199003 1 003 

 

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 2        

 

 

Salinan sesuai aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

   
 

    TABRANI, SH, M.Hum. 

    Pembina 
    NIP. 19650302 199003 1 019 

 


